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HARMONI KEHIDUPAN DI PROPINSI MULTI ETNIS:

STUDI KASUS INTEGRASI ANTARA PENDUDUK PENDATANG DAN PENDUDUK ASLI DI JAMBI

Lindayanti; Witrianto; dan Zulqaiyyim

RINGKASAN

1. Pendahuluan

Otonomi Daerah dan Kebangkitan primordialisme berpotensi mengganggu harmonisasi kehidupan masyarakat. Padahal di hampir setiap daerah terjadi migrasi penduduk masuk sehingga membentuk masyarakat multi etnis. Di masyarakat multi etnis rentan  terjadi konflik antar etnis, seperti konflik antara etnis Melayu dan etnis Madura yang pernah terjadi di Kalimantan. Sebaliknya di antara daerah multi etnis terdapat  daerah yang dapat menjaga harmonisasi hubungan antar etnis, misalnya propinsi Jambi.

Dengan demikian perlu dipelajari faktor apakah yang dapat menjadi perekat hubungan antar etnis. Bagaimana  interaksi yang terjadi antara penduduk pendatang dan penduduk asli. Bagaimana proses terbentuknya masyarakat yang sekarang dikenal sebagai Melayu Jambi. Tujuan akhirnya adalah  merumuskan strategi pola integrasi berbagai etnis menuju pengharmonisan dalam hubungan antara penduduk asli dan pendatang. Untuk mencapai tujuan itu digunakan  metode sejarah yang dimulai dengan pengumpulan sumber: studi kearsipan dan dokumen, dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat dan  perwakilan etnis. Kedua, melakukan kritik terhadap sumber yang didapat, Ketiga, menganlisa hubungan antar fakta yang ditemukan, dan akhirnya keempat adalah menuliskan hasil temuan.

Pembahasan difokuskan pada awal terbentuknya masyarakat multi etnis dan kemudian dilihat bagaimana bentuk masyarakat multi etnis pada masa sekarang. Lokasi Penelitian yang dipilih adalah Kabupaten  Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, dan Kabupaten Tebo. 
1. Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak di Muara Sungai Batanghari yang memiliki sejarah  panjang sebagai pemukiman penduduk dari berbagai etnis  
2. Seberang Kota Jambi yang menjadi daerah pemukiman kerabat keraton Jambi dan merupakan basis perlawanan terhadap kolonial Belanda dan berpenduduk multi etnis.
3. Kabupaten Tebo merupakan daerah transmigrasi masyarakat Jawa. Sehingga, daerah transmigran Rimbo Bujang di Kabupaten Tebo berkembang dari daerah homogen menjadi heterogen, di samping menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo.
2. Pembahasan


Muara Batanghari: Nipah Panjang dan Muara Sabak pelabuhan dagang; persembunyian para perompak; pemukiman berbagai etnis.  Etnis yang bermukim di daerah ini terutama orang Jawa (transmigran dan voluntary), orang Bugis, orang Melayu Riau, orang Minangkabau, dan orang Banjar Daerah pinggiran, jauh dari pusat kekuasaan sejak masa kesultanan – masa Hindia Belanda – sehingga memiliki perkembangan gaya sendiri daerah muara sungai Batanghari (periferi) daerah perebutan pengaruh antara Kesultanan Johor dan Kesultanan Jambi Berpenduduk jarang dan dianggap kurang berpotensi dalam bidang ekonomi 

Sekoja dan Tebo (pusat kekuasaan) pemukiman Bangsa XII, berada di bawah kekuasaan langsung Sultan  Pusat pemerintahan Kolonial Belanda Memiliki potensi ekonomi: karet rakyat 
Kebijakan masa Pemerintahan Kolonial Belanda yang mendorong harmonisasi antar etnis 
· Penghapusan Kesultanan diikuti dengan dihilangkannya status bangsawan anggota kesultanan 

· Penyeragaman bentuk pemerintahan: distrik (1906) dan marga (1931)
Penghambat

· Pola pemukiman berdasarkan kelompok etnis


Seberang Kota Jambi Jambi kota pusat pemerintahan Belanda versus Jambi seberang pusat kekuatan pribumi, daerah perlawanan rakyat Jambi, pendidikan Islam. Penduduk multi etnis yang keseluruhannya beragama Islam. Bagian dari kota Jambi yang memiliki identitas tersendiri.


Rimbo Bujang Daerah transmigrasi Jawa,   beridentitas Jawa tetapi dalam penyelesaian sengketa mengikuti  model Adat Melayu Jambi Daerah terbuka untuk penduduk pendatang di sekitar propinsi, secara perlahan menjadi pusat ekonomi Kabupaten Tebo Perubahan penduduk dari daerah homogen menjadi heterogen Pertumbuhan pusat pertokoan di sepanjang jalan raya didominasi penduduk pendatang terutama orang Minangkabau, orang Jawa terbatas menjadi pedagang kecil makanan  


Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, setelah masa otonomi daerah mulai dirancang kebijakan yang dapat mengharmoniskan hubungan antar etnis. Misalnya pemerintah daerah membentuk Forum Pembauran Kebangsaan  dibentuk di Kabupaten Kecamatan dan Desa/kelurahan yang berfungsi sebagai 
1. Penjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan
2. Penyelenggara forum dialog dengan pimpinanorganisasi, pemuka adat, suku, dan masyarakat
3. Penyelenggara sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan
4. Perumus rekomendasi kepada bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan
Sikap Masyarakat menghadapi kehidupan yang multi etnis ini pun beragam karena berkaitan dengan
1. Letak geografis daerah tersebut
2. Interaksi masyarakat di sepanjang proses sejarah yang dilalui
Di Dua Kabupaten, yaitu Tebo dan Tanjung Jabung Timur identitas dan budaya masing-masing etnis masih dipertahankan. Beragam etnis dan beragam agama terdapat di kedua daerah, akan tetapi tata kehidupan mereka disatukan dalam kerangka Adat Melayu Jambi.

Daerah muara sungai yang berdekatan dengan laut, merupakan daerah merdeka dan jauh dari pusat kekuasaan memiliki kearifan lokal, membiarkan penduduk berbagai etnis hidup dalam adat kebiasaan masing-masing. Akan tetapi saat menghadapi sengketa lintas etnis, tata cara penyelesaian yang digunakan adalah Adat Melayu Jambi dan kepala Lembaga Adat Melayu yang menyelesaikannya. Demikian juga daerah Rimbo Bujang yang semula adalah daerah transmigrasi orang dari  Jawa yang bermasyarakat homogen berubah menjadi masyarakat heterogen seiring dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi di Rimbo Bujang.  

Hal ini berlainan dengan Daerah Seberang kota Jambi. Seberang Kota Jambi memiliki latar belakang sebagai pusat kekuasaan Sultan, basis perlawanan rakyat melawan Pemerintah Kolonial Belanda, dan pusat pendidikan Islam maka mereka pun memiliki cara tersendiri dalam mengharmoniskan hubungan antar etnis. Masyarakat Seberang Kota Jambi tidak membedakan manusia berdasarkan etnis, semua etnis akan menjadi Melayu Jambi dalam satu ikatan agama Islam.
3. Hasil :

Kearifan Lokal dan Kebijakan Pemerintah Perekat Hubungan antar etnis 

Sosialisasi pengetahuan tentang Adat Melayu Jambi dilakukan secara berkala di semua daerah, terutama di daerah transmigrasi, seperti di Rimbo Bujang. Hal itu dapat terselenggara karena dukungan yang kuat dari pemerintah. Pengetahuan tentang adat Melayu Jambi ini menjadi penting karena dapat menyamakan persepsi semua kelompok etnis tentang adat Melayu Jambi. Pada satu sisi adat Melayu Jambi memberikan peluang bagi berbagai etnis untuk mengembangkan adat dan kebudayaan sendiri. Pada sisi lain, karena kedudukan adat Melayu ditempatkan di atas semua adat dari etnis yang ada, maka peranan adat Melayu Jambi menjadi pelindung bagi adat yang lain. Di samping itu, adat Melayu Jambi juga menjadi penengah dalam setiap konflik antar etnis. Peranan yang terakhir ini dimungkinkan karena semua etnis merasakan bahwa mereka sesungguhnya berada di wilayah Jambi. Semua etnis bersepakat untuk menjunjung ungkapan adat Melayu Jambi: “di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung”. Oleh karena itu dalam berinteraksi dengan berbagai etnis lain, satu etnis akan merasakan bahwa mereka secara bersama-sama pula menjunjung tinggi adat Melayu Jambi.

Keberadaan setiap etnis dihormati oleh etnis yang lain. Saling menghormati sesama etnis dimungkinkan karena sama-sama merasakan adanya pengayoman yang diberikan oleh adat Melayu Jambi. Bagaimana pun juga kehadiran suatu etnis di suatu daerah, serta merta tentu membawa adat mereka. Namun, adat dari etnis pendatang perlu mendapat pengayoman dari adat setempat supaya keberadaannya tetap dirasakan oleh pendukungmya. Artinya, pengayoman itu dapat dilakukan bila adat setempat menjaga kewibawaannya di atas adat etnis pendatang. Menjaga wibawa adat tersebut dapat dilakukan dengan tetap menggali, mengembangkan, dan memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan zaman dan generasinya.            
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